
BUPATI TORA"IA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAIiI

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KAI}UPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] TORAJA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol8 perlu
menetapkan Peraturan Bupa'j tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat 1.

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 'l'ahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);



3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2CO2 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangal
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
R-epublik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia 1'ahun 2OO8 Nomor 4874);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerarh (krrbaran iiegara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan tayanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noinor 48,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Iembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lemban:an Negara Republik Indonesia Nomor 4575j
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun ?O10 Nomor 110, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negai'a Republik Iierjonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5
Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 201 1 tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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22. Pereturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terahhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

26. Peraturan ivlenteri Dalam Negeri Nomor 62 Ta}lun 2al7
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7
Nomor 1067);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 1I
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 79 Tahun
201.7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Angaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
,TORAJA UTARA'I){HUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 terdiri atas:

a. Pendapatan:

l Pendapatan Asli Daerah Rp58.562.507.100,00
2. Dana Perimbangan Rp810.357.216.O00,00

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp245.527.613.900,00
JumlahPendapatan Rpl.114.447.337.000,00
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b. Belanja:
1. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp335.496.8a9.191,00

2. Belanja Bunga RP0,00

3. Belanja Subsidi Rp0,00

4. Belanja Hibah Rp11.383.550.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial Rp0,0O

6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa Rp5.076.512.500,00

7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan Pemer:intahan Desa

Rp163.139.758.750.00
8. Belanja Tidak Terduga Rp2.000 .000.000.00

RpS17.096.670.441,00
2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai sejumlahRp I 6 .6 17 .7 7 4. IO5,OO

b) Belanja Barang dan Jasa sejumlah
Rp308.O31.085.988,0o

c) Belanja Modal sejumlah Rp272.853.806.466,00
Rp597.502.666.5s9,0o

Rp 1. 1 14.599.337.000,00
(Rp152.0O0.000,O0)

Rp3.500.000.000,00
Rp3.348.000.000,00

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

JumlahPembiayaanNetto Rp152.000.0O0,O0

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf c terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah

Rp3.500.000.000,00; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah

R$.3a8.000.000,00.
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud

pada Pasal 2 ayat (11 hurufa terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SILPA) Rp3.500.0o0.000,00;
b. Pencairan Dana cadangan sejumlah RpO,00;
c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp0,0O;
d. Penerimaan Pinjamal Daerah sejumlah Rp0,OO;
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Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagial yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Unrsan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

7. l,ampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. l,ampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi)

Daerah;
9. l,ampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Teia.p Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset l,ainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan
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e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

RpO,00;
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp.0,00; dan
g. Kegiatan lanjutan RP0,00.

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00;

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah Rp3.348.000.000,00;
c. Pembayaran Utang sejumlah Rp0,00;

d. Penyetoran Kembali Rp0,00;

e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00; dan
f. Utang Biaya tanjutan Rp0,00.



12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasai +

Peraturan J3upati ini mulai berlaku pada talggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkarr di Rantepao
pa.da tanggal 29 Desember 2017

o
A UTARA,

MBONAN

(

Diundangkan di Rantepao
pada

PIt. S

29 Desember 2017

S DAERAH
TORAJA UTARA,

$

E
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 75
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